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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum pidana, termasuk dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan hakim bukan sekedar implementasi aturan hukum tertulis, melainkan hasil pertimbangan yang kompleks antara aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi analisis terhadap unsur delik, alat bukti, dan penerapan norma hukum, sedangkan pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi sosial-ekonomi terdakwa, motif, latar belakang keluarga, serta dampak sosial dari perbuatan.
Fenomena disparitas pemidanaan dalam kasus pencurian dengan pemberatan telah menjadi sorotan dalam banyak penelitian hukum pidana di Indonesia. Jeswin Ariyanto Duha mengemukakan bahwa disparitas putusan kerap muncul karena adanya perbedaan penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta kurangnya pedoman pemidanaan yang seragam bagi hakim.[footnoteRef:1] Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Sandy Doyoba Alexsander dan Widowaty yang menunjukkan bahwa faktor-faktor subjektif seperti usia, tingkat pendidikan, dan pengakuan terdakwa sering memengaruhi berat ringannya hukuman.[footnoteRef:2] [1: Jeswin Ariyanto Duha, Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan, Deepublish, Yogyakarta, (2022), hlm. 8. ]  [2: Sandy Doyoba Alexsander dan Widowaty, Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 1, No. 2, (2024), hlm. 9610.] 

Dalam konteks berbeda, Puteri menegaskan bahwa hakim juga memperhatikan aspek keadilan substantif, terutama dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Pertimbangan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP, tetapi juga memperhatikan hasil laporan sosial dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam proses penjatuhan hukuman.[footnoteRef:3] [3: Puteri, A, Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana Anak, Jurnal Restorative Justice Indonesia, Vil. 5, No. 1, (2024), hlm. 43.] 

Sementara itu, Iman Alirahman meneliti Analisa Putusan Nomor 1152/Pid.B/2025/PN Tangerang dan menemukan bahwa hakim seringkali menimbang aspek moral dan sosial dalam menjatuhkan pidana, di samping unsur yuridis yang bersifat normatif. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh penerapan norma hukum, tetapi juga oleh konteks sosial dari perbuatan pidana.[footnoteRef:4] Di Medan, penelitian oleh Nainggolan meneliti terhadap Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Medan yang mengungkapkan bahwa faktor non-yuridis seperti kondisi ekonomi dan ketergantungan narkotika pelaku menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim untuk menentukan berat pidana. [4: Iman Alirahman, Analisa Putusan Nomor 1152/Pid.B/2025/PN Tangerang, Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, Vol. 13, No. 1, (2025), hlm. 58.] 

Namun demikian, hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan belum menggambarkan secara komprehensif pola pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan. Belum banyak kajian yang menelaah bagaimana hakim menggabungkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis secara sistematis serta menilai keterkaitan antara kedua aspek tersebut dalam konteks keadilan substantif. Selain itu, sebagian penelitian terdahulu berfokus pada wilayah lain seperti Tangerang dan Bangkinang, sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai praktik peradilan di Medan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn.
Adapun Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn tersebut terkait dengan ringannya hukuman terhadap terdakwa atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Adapun kronologis kasus tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di gudang tempat penyimpanan asset milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut yang terletak di Jalan Jati No. 60, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Terdakwa yang bernama Dimas Saputra bersama temannya yang bernama Markun (DPO) telah mengambil 7 (tujuh) potong besi asset Telkomsel yang disimpan di Gudang milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut.
Cara Terdakwa Dimas Saputra dan Markun mengambil 7 potong besi tersebut adalah dengan cara memanjat dari pintu gerbang gudang milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, setelah di dalam gudang tersebut Markun meminta Terdakwa Dimas Saputra untuk berjaga-jaga, kemudian Markun mengambil 7 potong besi asset Telkomsel yang disimpan di gudang milik PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut dengan menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 19 milik Markun, lalu 7 potong besi tersebut dimasukkan dalam karung goni.
Timbulnya niat Terdakwa Dimas Saputra untuk melakukan pencurian awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 oktober 2025 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa Dimas Saputra bertemu dengan Markun di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, kemudian Markun mengajak Terdakwa Dimas Saputra untuk mencuri di gudang penyimpanan asset Telkomsel milik PT Daya Mitra Telkom Ro, semula Terdakwa Dimas Saputra sempat menolak ajakan dari Markun namun Markun meyakinkan Terdakwa Dimas Saputra untuk mencuri di gudang penyimpanan asset milik PT Daya Mitra Telkom Ro tersebut sehingga Terdakwa Dimas Saputra mau mengikuti ajakan Markun, kemudian Markun memberi tahu Terdakwa Dimas Saputra bahwa pencurian tersebut akan dilakukan pada jam 6.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa Dimas Saputra datang ke gudang tersebut dan melihat Markun sudah ada di depan gudang, selanjutnya Terdakwa Dimas Saputra dan Markun langsung menuju gudang PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, sesampainya di PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut, Terdakwa Dimas Saputra bersama Markun melakukan pencurian dengan cara yang diuraikan sebelumnya.
Bahwa 7 potong besi tersebut belum sempat dibawa dan dijual karena terlebih dahulu ketahuan dan ditangkap oleh saksi Bambang Irwanto selaku penjaga gudang PT Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut. Tujuan Terdakwa Dimas Saputra mengambil 7 potong besi tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi keperluan Terdakwa Dimas Saputra. Bahwa tidak ada izin dari pihak PT. Daya Mitra Telkom Ro Sumbagut kepada Terdakwa Dimas Saputra dan Markun untuk mengambil 7 potong besi tersebut. Barang bukti berupa 1 potong baju kaos berwarna biru toska adalah pakaian yang dipakai Terdakwa Dimas Saputra pada saat melakukan pencurian tersebut.Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidanadengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Hukum pidana bertujuan untuk menciptakan keadilan, memberikan perlindungan terhadap masyarakat, serta menegakkan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam proses penjatuhan hukuman, pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan terdakwa dan asas keadilan. Salah satu aspek penting dalam keputusan pengadilan adalah proses dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.
Dalam praktiknya, pengadilan seringkali menghadapi tantangan dalam menetapkan hukuman yang adil, terutama dalam kasus pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan. Keadaan memberatkan, seperti dilakukan dengan cara kekerasan atau merusak keamanan dan ketertiban umum, seharusnya menjadi faktor yang memberatkan hukuman. Namun, dalam beberapa putusan, terdapat kecenderungan pengadilan untuk menetapkan hukuman ringan meskipun terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
Contoh konkret dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn, di mana pengadilan menetapkan hukuman ringan kepada terdakwa yang melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang proses dan dasar pertimbangan apa yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut, serta apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas keadilan.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap proses dan dasar pertimbangan pengadilan dalam menetapkan hukuman ringan tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui apakah pertimbangan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan dalam konteks kasus pencurian yang memberatkan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pengambilan keputusan pengadilan dalam kasus tersebut, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana ke depan.
Di samping itu, keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan pidana, yang harus menjadi dasar utama dalam setiap proses dan keputusan pengadilan. Asas-asas hukum, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, menjadi pedoman dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. 
Dalam praktiknya, pengadilan dihadapkan pada tantangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keadilan dan asas-asas hukum, dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian, pengadilan harus menyeimbangkan antara penegakan hukum dan keadilan sosial, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan, seperti keadaan terdakwa, motif, dan dampak dari tindak pidana tersebut.
Contoh nyata dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn, di mana hakim menjatuhkan hukuman ringan kepada terdakwa yang melakukan pencurian. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana aspek keadilan dan asas-asas hukum dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Apakah pengadilan sudah mempertimbangkan secara proporsional antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan aspek kemanfaatan, serta bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan.
Penelitian ini penting dilakukan agar dapat mengungkap secara mendalam tentang bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan prinsip keadilan dan asas-asas hukum dalam konteks putusan tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan transparan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Memutuskan Hukuman Ringan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Analisis Putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses dan dasar pertimbangan hakim memutuskan hukuman ringan terdakwa tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn?
2. Bagaimana aspek keadilan dan asas-asas hukum dipertimbangkan oleh hakim untuk menetapkan hukuman ringan dalam putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman ringan kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui proses dan dasar pertimbangan hakim memutuskan hukuman ringan terdakwa tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui aspek keadilan dan asas-asas hukum dipertimbangkan oleh hakim untuk menetapkan hukuman ringan dalam putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman ringan kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Nomor 2200/Pid.B/2025/PN Mdn.
D. Manfaat  Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai aspek pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman, serta memperkaya kajian mengenai penerapan prinsip keadilan dalam putusan pengadilan, membantu memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ringan, terutama dalam konteks keadaan memberatkan yang masih dipertimbangkan secara subjektif dan objektif.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi hakim dalam mengambil keputusan terkait penjatuhan hukuman, agar lebih objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum serta keadilan substantif, serta memberikan gambaran tentang bagaimana pertimbangan pengadilan dalam menetapkan hukuman ringan, sehingga dapat menjadi pedoman praktis bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan secara konsisten dan proporsional.
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